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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era persaingan global, Indonesia memerlukan sundlaya manusia
(SDM) yang cerdas, sehat, jujur, berakhlak mulietkarakter, dan memiliki
kepedulian sosial yang tinggi. Oleh karena itu,digikan sebagai jalur utama
pengembangan SDM dan pembentukan karakter adaltdn Kanci dalam
menentukan nasib bangsa.

Dunia pendidikan masih menghadapi empat masalaar besig perlu
segera dibenahi oleh semua pihak. Keempat madalaheliputi soal rendahnya
mutu pendidikan, belum meratanya kesempatan metepependidikan, kurang
kuatnya relevansi antara pendidikan dengan dunig ldan masih rendahnya
tingkat efesiensi manajemen pendidikan.

Sejalan dengan peradigma baru penyelenggaraan notordaerah
memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengurushruangganya sendiri
berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, mak@rald memiliki
kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahanadrall atas prakarsa
sendiri, termasuk di dalamnya pengelolaan penygkmagn di bidang
pendidikan. Dengan adanya permasalahan pendidikag glihadapi daerahnya,
yaitu rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjanglum meratanya
kesempatan memperoleh pendidikan, kurang kuatrgeaamsi antara pendidikan

dengan dunia kerja dan masih rendahnya tingkateefEisnanajemen pendidikan,



maka daerah diharapkan mampu menunjukkan peranalabgan mengupayakan
solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Salah satu langkah yang perlu ditempuh dalam masigdéeempat
permasalahan besar bidang pendidikan yakni dengelaksanakan program
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sebab, padardasdalam konsep MBS
terkandung gagasan tentang perlunya pendidikan miikkan kepada
masyarakat, serta perlunya manajemen penyelenggaeadidikan di sekolah
dikelola secara profesional.

Lahirnya UU No. 22/1999 (yang saat ini telah digalengan UU No. 32
Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah, sertagi@@a PP yang berkaitan,
telah membawa perubahan paradigma pengelolaamsptadidikan. Tentu ini
akan berdampak terhadap perubahan struktural dptmgelolaan pendidikan,
dan penentuan stakeholders di dalamnya. Jika diamak, stakeholders
pendidikan itu sepenuhnya ada di tangan aparat,pums&a dalam era otonomi
pendidikan sekarang ini peranan sebagai stakelsaldeakan tersebar di berbagai
pihak yang berkepentingan. Melalui otonomi ini, mgkengelolaan pendidikan
yang awalnya bersifat sentralistik menjadi deséstiia Dengan desentralisasi,
sekolah memiliki otonomi untuk mengelola pendidildam memberikan peluang
kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan penda dalam pengelolaan
pendidikan.

Untuk mendukung penerapan desentralisasi pengelolagstem
pendidikan, telah diadopsi model Manajemen Berb&skolah (MBS), yang

dalam bahasa aslinya dikenal dengan ist8etool Based Management, sebagai



konsep pengelolaan pendidikan di tingkat sekolalBBSMmerupakan model

pengelolaan sekolah yang memfasilitasi keterlibatma stakeholders pendidikan
di sekolah untuk secara aktif bersama-sama bemggggmwab mengembangkan
sistem pengelolaan sekolah yang otonom dalam upagaingkatkan mutu

pendidikan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan saldh s#odel
manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomkataandirian sekolah dan
aparat daerah dalam menentukan arah kebijakan jsd¢atanya pendidikan di
daerah masing-masing. Salah satu tujuan dari addB@ ini adalah untuk
meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan mutu ipdah, khususnya di
sekolah dapat dilakukan melalui partisipasi oranm tterhadap sekolah,
fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, pedatan profesionalisme guru dan
kepala sekolah.

Di samping pemberian otonomi yang lebih besar kapsekolah dan
pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan, MB& bertujuan
mendorong pengambilan keputusan partisipatif yanglibatkan semua
stakeholders pendidikan di sekolah, sehingga teramse of belonging (rasa
memiliki). Dengan demikian akan terjadi; makin begagkat partisipasi dari para
stakeholders, maka makin besar pula rasa mensgkingga rasa tanggung jawab
dan dedikasi juga meningkat.

Implementasi MBS tidak hanya sekedar membawa pkarbalalam
kewenangan akademik sekolah dan tatanan pengelclelaviah, akan tetapi

membawa perubahan dalam pola kebijakan dan origrdessipasi orang tua dan



masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di sekolaiplementasi MBS
melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (stakke) dalam pendidikan di
tingkat sekolah sebagai mitra langsung dalam peflagal pendidikan dalam
upaya peningkatan mutu pendidikan.

MBS merupakan suatu model pendidikan yang didalamterdapat
pelibatan masyarakat secara langsung. Masyarakalbhadstakeholders yang
memiliki peranan penting dalam peningkatan mutulgikan di sekolah, karena
mereka adalah pelanggan pendidikan yang secarssuaggmaupun tidak
langsung membiayai pendidikan, baik melalui uangolsd maupun pajak,
sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawaldggrimasyarakat.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konsep MBS pékiasi terhadap
perlu dibentuknya suatu lembaga yang dalam konMBS disebut sebagai
Dewan Sekolah atau Komite Sekolah, merupakan leenbgmg mewadahi
keterlibatan para stakeholders pendidikan untulkiperh dalam mewujudkan
sekolah yang otonom dan berkualitas tinggi.

Mengacu kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nalsids@amor
044/U/2002 tanggal 2 April 2002, maka pengertiamite sekolah

Adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta analsyt dalam

rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisigresigelolaan

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalurdp#kan pra sekolah
maupun jalur pendidikan di luar sekolah.

Komite sekolah merupakan suatu badan atau suatbagannon politis
dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawaralg ydg@mokratis oleh para

stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagpiesentasi dari berbagai



unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatahtds proses dan hasil

pendidikan.

Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur orang tuswa, wakil siswa,
wakil guru-guru, kepala sekolah, wakil tokoh maskat setempat (ulama,
budayawan, pemuka adat, dan cendikia pemerhatigikand), wakil masyarakat
terinstitusi (lurah, camat, dan pejabat lain yawg ai wilayah sekolah), dan
utusan pejabat pengendali pendidikan (dinas pekadigli

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikasional No. 20
Tahun 2003 pasal 56:

a. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pedayaendidikan yang
meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasigonogendidikan melalui
dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentaland peningkatan
mutu, dukungan, dan pengawasan di tingkat nasior@ovinsi,
kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan Histar

c. Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandoenduk untuk memberi
arahan, dukungan dan pengawasan pada tingkat ssodmikan.

d. Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan &amite
Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada aydai(l{2) diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah.

Kepmendiknas No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendididkan Komite
Sekolah, telah mengantarkan proses pembentukantkaekolah hampir di
seluruh daerah kabupaten/kota dan satuan pendidiksiuruh pelosok tanah air.
Proses pembentukan beberapa komite sekolah mentEngamg sudah sesuai
dengan harapan dan ketentuan yang ada, bahkan adp sudah melesat
sedemikian rupa dengan kreasi dan inovasinya yaagbanggakan, sehingga

peran dan fungsinya dapat dirasakan dalam menkekamutu pendidikan.

Namun perlu diakui pula bahwa masih banyak di anga yang belum



sepenuhnya sesuai dengan harapan dan ketentuaadanBahkan ada beberapa
di antaranya yang keberadaannya justru menimbulitennegatifnya sendiri.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 Tanggalp@l 2002
peranan komite sekolah terdiri dari empat, yaitad& pertimbangaradvisor
agency),yaitu memberikan masukan, pertimbangan dan rekdas kepada
satuan pendidikan mengenai kebijakan dan programdigi&an, RAPBS, kriteria
kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kepekdid kriteria fasilitas
kependidikan.

Badan pendukungsipporting agency), mendorong orang tua, masyarakat
untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalangnatbiaya untuk
penyelenggaraan pendidikan dan mendorong tumbubenyetian dan komitmen
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berksialita

Badan pengontrol (controllingagency), melakukan evaluasi dan
pengawasan terhadap kebijkan program, penyelerggardan keluaran
pendidikan.

Badan mediator (mediatoragency), melakukan kerjasama dengan
masyarakat dan menampung, menganalisa kebutuhahdig@m yang diajukan
oleh masyarakat maupun sekolah.

Dalam melaksanakan perannya, komite sekolah besfungewadahi
partisipasi para stakeholders untuk turut sertardainanajemen sekolah sesuai
dengan peran dan fungsinya serta meningkatkansipadi para stakeholders
pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut sererumuskan, menetapkan,

melaksanakan dan memonitoring pelaksanaan kebijalsgkolah dan



pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitasypeta peserta didik secara
proporsional dan terbuka.

Selain itu, komite sekolah juga berfungsi untuk dwong tumbuhnya
perhatian dan komitmen masyarakat terhadap perygdeaan pendidikan yang
bermutu, mendorong orang tua dan masyarakat besipagi dalam pendidikan
guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataandigerg serta melakukan
evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, progoanmyelenggaraan, dan
keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Dengamildan komite sekolah
berperan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Jika peran dan fungsi tersebut dapat dilaksanakangah baik,
disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan tikgkedjaran pada satuan
pendidikan, maka tujuan memberdayakan komite skkeddagai mitra sekolah
yang idependen, kapabel dan konsen dalam meniragkatiutu pendidikan di
sekolah pasti akan terwujud.

Untuk melihat lebih jauh kondisi di lapangan, pemnwhengadakan studi
pendahuluan ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan KaanmBabakan Ciparay.
Dari hasil studi pendahuluan, penulis menemukadagsat 43 unit SDN di
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung dengan lurkipala sekolah
sebanyak 34 orang, jumlah guru sebanyak 241 odrgjumlah komite sekolah
sebanyak 13 orang. Komite sekolah di SDN Se-KecamBabakan Ciparay Kota
Bandung ini tidak terlalu diberdayakan dan beluemmtiki program kerja secara
tertulis. Dalam melaksanakan studi pendahuluanelgemenemukan beberapa

permasalahan-permasalahan yang berkaiatan dengatelsekolah. Pelaksanaan



tugas komite sekolah hanya pada waktu-waktu tertsaja, beberapa komite
sekolah hanya datang apabila mendapat undangankdpala sekolah dan

selebihnya jarang datang ke sekolah. Kurangnya lpg@man mengenai tugas dan
fungsi komite sekolah berdampak pada kurang dilyaidanya komite sekolah.

Selain itu juga, kurangnya pemahaman masyarakaadap keberadaan komite
sekolah, maksudnya masyarakat khususnya oranguud menganggap komite

sekolah tidak lain dan tidak bukan sebagai BP3.dMslain yang timbul adalah

hubungan antara komite sekolah dan kepala sekaledn@ harmonis. Hal ini

diakibatkan karena kepala sekolah menganggap kossi®lah itu sebagai

pengawas, gerak kepala sekolah seolah diawasikaetite sekolah, sehingga
baik kinerja kepala sekolah maupun somite sekalaarig optimal.

Seharusnya, komite sekolah di SDN Se-Kecamatankab@iparay Kota
Bandung lebih diberdayakan lagi dengan memilikegigan fungsi yang tertulis
dan dilaksanakan dengan optimal. Komite sekolahatdapenampung dan
menyalurkan keterlibatan masyarakat yang lebih rbed@am menangani
pembangunan bidang pendidikan. Keterlibatan maksgaraidak hanya di
wujudkan dengan sekedar memberikan bantuan finssebagaimana yang telah
dilakukan selama ini. Namun, juga perlu memberiantuan dalam bentuk yang
lebih subtansial.

Setidaknya, komite sekolah untuk lebih berperaraldid penanganan
masalah. Masalah seputar pelaksanaan pendidikarsON Se-Kecamatan
Babakan Ciparay Kota Bandung yang hingga kini bekepenuhnya teratasi.

Masalahnya, tinggal bagaimana semua pihak yangiteokeh tanggung jawab



sosial, bisa konsisten dalam memberikan dukungatia ppenyelenggaraan
pendidikan, serta konsisten dalam usaha menarik leésar bagi keterlibatan
masyarakat lainnya.

Diharapkan, melalui komite sekolah masyarakat tesigbat secara aktif
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, daaseysogram pendidikan.
Jadi, Komite Sekolah harus didorong agar bisa bgeusecara optimal, sehingga
bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadagningkatan mutu
pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Ratadung.

Berdasarkan gambaran di atas, masih banyak koektdah yang belum
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baiktiBediak dari permasalahan-
permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meage sejauh mana pengaruh
komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidi@d@angan mengadakan
penelitian yang berjuduPengaruh Komite Sekolah Terhadap Peningkatan

Mutu Pendidikan Di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah
Karena luasnya masalah yang terdapat dalam paneiiti, maka penulis
membatasi ruang lingkup permasalahannya. Hal miaksudkan agar masalah
yang diteliti dapat dipahami oleh penulis serta jadiriebih terarah.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, acsdahgai berikut:
1. Bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi leosekolah di SDN

Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?
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2. Bagaimana gambaran mutu pendidikan di SDN Se-KetzamBabakan
Ciparay Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh komite sekolah terhadap pertargkanutu

pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Ratadung?

C. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagakbt:

1. Sebagai bahan untuk dijadikan masukan kepada |pifalk- terkait
sebagai penentu kebijakan mengenai kondisi nyatapdingan tentang
bagaimana kondisi kemampuan komite sekolah.

2. Bagi SDN Se-Kecamatan Babakan Ciparay Kota Banchemsil penelitian
ini dapat dijadikan masukan dan pijakan untuk mdagan kerjasama
antara sekolah, orang tua, dan stakeholders ydmilg #ktif, efektif, dan
produktif dalam rangka mengembangkan visi dan sakolah.

3. Membantu mengoptimalkan kerjasama dengan oranganamasyarakat

serta mendorong upaya peningkatan mutu.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untakmperoleh
gambaran mengenai seberapa besar pengaruh komkelalse terhadap
peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatanakat Ciparay Kota

Bandung.



11

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah selmegaiut:

a. Untuk memperoleh gambaran mengenai implementaastpgkok dan
fungsi komite sekolah di SDN Se-Kecamatan Babakgar@y kota
Bandung.

b. Untuk memperoleh gambaran mengenai mutu pendidik@DN Se-
Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

c. Untuk memperolenh gambaran mengenai pengaruh kosak®lah
terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-Keatan

Babakan Ciparay Kota Bandung.

E. Anggapan Dasar

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar-bémaah dan dapat
dipertanggung jawabkan, peneliti memiliki beberaip& tolak pemikiran yang
melandasinya, sebagaimana dikemukakan Suyatna Bstsaadja (1995:26)
bahwa: “Anggapan dasar atau postulat adalah su&udak pemikiran yang
kebenarannya dapat diterima oleh pihak penelitidapun yang menjadi
anggapan dasar dalam penelitian ini menurut peadasah:

1. Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembag@alitis dan non
profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang deatiskroleh para
stakeholders pendidikan di tingkat sekolah sebagaresentasi dari
berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadapngieatan mutu

pendidikan.
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2. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadararnp serta
masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, penaeratian efisiensi
pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, batkapgalur pendidikan
pra sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah

3. Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggsiletu produk (hasil
kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa; kEnlgtangible maupun
yangintangible. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalahmr

mengacu pada masukan, proses, keluaran, dan dayapakn

F. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakeyaan atau tekaan
tentang apa saja yang kita amati dalam usaha nmtnkahaminya.

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian adalah “terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan antara koragkolah terhadap peningkatan

mutu pendidikan di SDN Se-Kecamatan Babakan Cipldcdgt Bandung”.

G. Paradigma Penelitian
Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembamggalitis dan non
profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang deatiskoleh para stakeholders
pendidikan di tingkat sekolah sebagai represemndasi berbagai unsur yang
bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitaseprdan hasil pendidikan.
Berdasarkan Kepmendiknas Nomor. 044/U/2002 perapoamite sekolah

terdiri dari empat, yaitu: badan pertimbangadvisor agency), badan pendukung
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(supporting agency), badan pengontroktdntrolling agency), dan badan mediator
(mediator agency).

Komite sekolah berfungsi mewadahi partisipasi mekeholders untuk
turut serta dalam manajemen sekolah sesuai dergam plan fungsinya serta
meningkatkan partisipasi para stakeholders peraidgada tingkat sekolah untuk
turut serta merumuskan, menetapkan, melaksanakam m&monitoring
pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawsghag terfokus pada
kualitas pelayanan peserta didik secara proporsial@a terbuka. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, komite sekolalerdpgelsama dengan pihak
sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Komite sekolah merupakan wujud partisipasi masyaraterhadap
sekolah. Dengan terwujudnya partisipasi yang lelféktif serta kerjasama dari
pihak-pihak stakeholders tersebut akan lebih mekinkgn untuk memperbaiki
kualitas lulusan, hal ini diakibatkan oleh semakiaiknya pelayanan yang
diberikan oleh sekolah dalam pelaksanaan pendidike@mgan adanya komite
sekolah diharapkan sebagai awal dalam melakukarbgrelan terhadap upaya

peningkatan mutu pendidikan.

Gambaran paradigma penelitian adalah sebagai berikut:

Peningkatan Mutu
KOMITE SEKOLAH Pendidikan
(Variabe X) (Variabel Y)

Y

Gambar 1.1

Hubungan variabel penelitian
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Variabel X : Komite Sekolah
Variabel Y  : Peningkatan Mutu Pendidikan

— > : Pengaruh

H. Metode dan Teknik Penelitian
1. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai caraaiimintuk mendapatkan
data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,ktitan, dan dikembangkan
suatu pengetahuan tertentu sehingga pada giliraciayst digunakan untuk
memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelit@nadalah metode
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuahtiteial ini berdasarkan
masalah yang akan diteliti dalam penelitian initygengaruh komite sekolah
terhadap peningkatan mutu pendidikan di SDN Se-#atan Babakan Ciparay
Kota Bandung. Penelitian ini meneliti mengenai #ga-kejadian atau peristiwa-
peristiwa yang sedang terjadi.

2. Teknik Pendlitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggan teknik
komunikasi tertutup atau tidak langsung, dilengkdpngan studi dokumen,
observasi, dan wawancara. Hubungan penelitian demgsponden dilakukan

melalui angket sebagai alat pengumpul data.



